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PEMERINTAH KABUPATEN BONE 
INSPEKTORAT DAERAH 

Jl.  H. A.  Mappanyukki  Lt. III Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan 
Kode Pos 92733, No. Telp./Fax. (0481) 24461 

 
 

 

KEPUTUSAN   

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BONE 

NOMOR 30 TAHUN 2018 
 
 

Tentang 
 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE 

TAHUN 2018-2023 
 

 
 
 

INSPEKTUR DAERAH,  
 

 
 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk menyelaraskan prioritas kinerja terkait arah 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta terciptanya 

akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan Tahun 2018-2023, perlu adanya 

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone 

Tahun 2018-2023; 
 

   b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk 

menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bone 

tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah 

Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. 
    

 
 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

   2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
 

   3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

 

 

 

 

 



   4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana   

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

   5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

   6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

   7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008       

Nomor 21); 

   8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

   9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 80); 

  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5); 



 
 

  13. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna 

Kerja Pemerintah Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota; 

  16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 251); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone 

Nomor 9 Tahun 2016; 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 

  20. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bone 

Tahun 2016 Nomor 59); 

  21. Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang 

 
 
 
 

 

Indikator  Kinerja  Utama  Pemerintah  Kab.  Bone  Tahun
2018-2023  (Berita  Daerah  Kabupaten  Bone  Tahun  2018 
Nomor 87); 



 
 
 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan
 

:   

    

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten 

Bone Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 
 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud 

pada Diktum KESATU merupakan indikator kinerja yang 

terukur dan berorientasi pada hasil;  
 

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja pelayanan 

perangkat daerah selama tahun 2018-2023, yang digunakan 

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone dalam proses 

penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan : 

1. Perencanaan Strategis Jangka Menengah; 

2. Perencanaan Kinerja Tahunan; 

3. Perjanjian Kinerja Tahunan;  

4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja; 

5. Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan 

6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan 

Program dan Kegiatan; 

 

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU, disusun selaras dengan penetapan Indikator Kinerja 

Utama Pemerintah Kabupaten Bone; 
 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada  tanggal ditetapkan.  

   
 
 
 
 

   Ditetapkan   di Watampone 
Pada tanggal  21 Desember 2018 
 

INSPEKTUR DAERAH, 
 
 
 

 
Drs. H. A. AMAR  MA’RUF P., M.Si. 
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. : 19590608 198603 1 015 
 

 



    

 
 

 

LAMPIRAN     

KEPUTUSAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR  30 TAHUN 2018     
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023 

 

  

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE 

TAHUN 2018-2023 
 

OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE  
 

Tugas : Membantu Bupati dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

   

Fungsi : 1.   Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan; 

  2.   Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui 
Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan 
Lainnya; 

 3.   Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati; 
 4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; 
 5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Kabupaten; dan 
 6. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Terkait 

dengan Tugas dan Fungsinya. 
 

Indikator Kinerja Utama : 
 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Utama 

Satuan 
Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan Capaian 

Target Kinerja  
Sumber Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

01. Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 
 

Tingkat 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 
berdasarkan Hasil 
Evaluasi 
Implementasi 
SAKIP 

 

Predikat 
(dengan Nilai) 

Nilai Capaian Target 
Kinerja ditentukan 
berdasarkan Hasil 
Evaluasi Implementasi 
SAKIP yang 
dipublikasikan oleh 
Kementerian PAN-RB 

 

Laporan Hasil 
Evaluasi (LHE) 
Implementasi 
SAKIP Pemkab. 
Bone oleh 
Kementerian 
PAN-RB pada 
Tahun 2018-
2023 

02. Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Pemerintah 
Daerah 

Opini BPK-RI 
berdasarkan Hasil 
Audit terhadap 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah (LKPD)  
 

 

Status 
Nilai Capaian Target 
Kinerja ditentukan 
berdasarkan Opini 
BPK-RI sesuai dengan 
Hasil Pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
(LKPD)  
 

Laporan Hasil 
Audit (LHA) BPK-
RI terhadap 
LKPD Kab. Bone 
pada Tahun 
2018-2023 

03. Meningkatnya 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi 
Pemerintahan 
Daerah 

Nilai Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 
Pemerintahan 
Daerah 

 

Indeks 
(dengan Nilai) 

Nilai Capaian Target 
Kinerja ditentukan 
berdasarkan Hasil 
Validasi Penilaian 
Mandiri Reformasi 
Birokrasi yang 
dilaporkan oleh 
Inspektorat Daerah 
secara online melalui 
Aplikasi Kementerian 
PAN-RB 
 

Hasil Validasi 
Penilaian 
Mandiri 
Reformasi 
Birokrasi 
Pemkab. Bone 
oleh 
Kementerian 
PAN-RB pada 
Tahun 2018-
2023 



    

 
 

 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Utama 

Satuan 
Penjelasan/Formulasi 
Perhitungan Capaian 

Target Kinerja  
Sumber Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

04. Meningkatnya 
Kepatuhan 
Pemerintah 
Daerah dan 
Pemerintah Desa 
atas Peraturan 
Perundang-
undangan dalam 
Pengendalian 
Internal & 
Pencegahan KKN 

Tingkat Maturitas 
Penyelenggaraan 
Sistem 
Pengendalian 
Intern Pemerintah 
(SPIP) 

 

Predikat 
(dengan Level) 

 

Nilai Capaian Target 
Kinerja ditentukan 
berdasarkan Hasil 
Penilaian Maturitas 
Penyelenggaraan SPIP 
oleh BPKP 
 

Laporan Hasil 
Penilaian 
Maturitas 
Penyelenggaraan 
SPIP Pemkab. 
Bone oleh BPKP 
pada Tahun 
2018-2023 

Persentase OPD 
dan Pemerintah 
Desa yang Bersih 
dari Temuan 
Korupsi, Kolusi & 
Nepotisme (KKN) 

 

Persen 
(%) 

(Perbandingan antara 
Jumlah OPD + PemDes 
yang Bersih dari 
Temuan KKN dengan 
Jumlah Total OPD + 
PemDes) dikali 100 % 
 

Diolah dari 
Laporan Hasil 
Pemeriksaan 
terhadap OPD 
dan PemDes 
Lingkup Kab. 
Bone, baik oleh 
APIP, BPK-RI dan 
APH pada Tahun 
2018-2023 
 

05. Meningkatnya 
Kinerja 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat atas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 
 

Persentase kasus 
pengaduan 
masyarakat yang 
terselesaikan 
penanganannya 
sesuai 
kewenangan 
Inspektorat 
Daerah 

 

Persen 
(%) 

(Perbandingan antara  
Jumlah Laporan Hasil 
Penanganan/ 
Penyelesaian  
Pengaduan 
Masyarakat dengan 
Jumlah Laporan 
Pengaduan 
Masyarakat)  
dikali 100 % 
 

Data Laporan 
Realisasi 
Penyelesaian 
Kasus Pengaduan 
Masyarakat  
sesuai 
kewenangan 
Inspektorat 
Daerah Kab. Bone 
atas penugasan 
Bupati Bone pada 
Tahun 2018-2023 
 

 

 
Ditetapkan di Watampone  

Pada Tanggal  21 Desember 2018 
 

INSPEKTUR DAERAH, 

 
 

 

Drs. H. A. AMAR MA’RUF P., M.Si. 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP.   : 19590608 198603 1 015 
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